
5 .... 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lernbaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

3. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 
Merger dan Akuisisi; 

4. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 1.7 
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tent.ang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan 
kelembagaan Kornisi Pengawas Persaingan Usaha, 
dipandang perlu untuk menyempumakan pengaturan 
tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha; 

b. bahwa Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 04/KPPU/Kep/I/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Republik Indonesia dipandang sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan 
kebutuhan tata kerja di lingkungan Komisi Pengawas 
Persaingan U saha; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta 
memperhatikan hasil Rapat Komisi tanggal 10 Februari 
2014, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

KOMISI PEN GA WAS PERSAINGAN USAHA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

TENTANG 

Mengingat 

Menimbang 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kepublik Indonesia 

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 
NOMOR 01 TAHUN 2014 



Pasal, .. 

Pasal 3 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 2, KPPU 
melaksanakan tugas: 
a. pencegahan dan pengawasan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 
b. penegakan hukum larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat; 
c. penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan 

atau merger badan usaha, pengarnbilalihan atau 
akuisisi saham dan/ atau aset, a tau pembentuka.n 
usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 

d. pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 
Pernerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat; dan 

e. pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan 
kernitraan. 

Pasal 2 
KPPU mempunyai fungsi rnengawasi dan menegakkan 
hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat. 

Pasal 1 
(1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya 

disebut KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk 
mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 
usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli 
dan/ atau persa.inga.n usaha tidak sehat. 

(2} KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. 

BAB I 
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG 

PERATURAN KOMISl PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI 
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. 

MEMUTUSKAN: 

5. Keputusan Presiden Nornor 75 Tahun 1999 tentang 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Keput usan Presiden 
Nornor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas 
Persaingan U saha; 

6. Keputusan Presiden Nomor 112/PTahun 2012; 
7. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 

04/KPPU/Kep/1/2013 t.entang Pengangkatan Ketua 
dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Periode 15 .Januari 2013 - 15 Juli 2015; 
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Menetapkan 



Pasal 5 
fungsi penegakan hukum 

dalam Pasal 3 huruf b, KPPU 
Dalam melaksanakan 
sebagaimana dimaksud 
berwenang: 
a. menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha 

ten tang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/ atau 
persaingan usaha tidak sehat; 

b. melakukan investigasi dan/ atau pemeriksaan t.erhadap 
kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, 
pelaku usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai 
hasil dari penelitian; 

c. menyimpulkan hasil investigasi atau perneriksaan 
terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/ a tau 
persaingan usaha tidak sehat; 

d. memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap 
orang yang dianggap merigetahui pelanggaran terhada.p 
ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat; 

e. meminta bantuan Kepolisian Rcpublik Indonesia untuk 
menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap 
orang sebagaimana huruf d yang tidak mernenuhi 
panggilan; 

f. meminta keterangan dari instansi Pemerintah berkaitan 
dengan investigasi atau pemeriksaan terhadap pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan larangan praktik 
monopoli da.n persaingan usaha tidak sehat, 

g. mendapatkan, meneliti, dan/ atau menilai surat, 
dokumen atau alat bukti lain guna investigasi atau 

Pasal4 
Da.lam melaksanakan Iungsi pencegahan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, KPPU 
berwenang: 
a. melakukan pengkajian dan monitoring terhadap pelaku 

usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai 
pangsa pasar dalam jumlah tertentu yang berpotensi 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli clan 
persaingan usaha tidak sehat, 

b. meminta dan meridapatkan data clan informasi 
mengenai struktur industri dan kinerja industri dari 
instansi pernerintah dan/ a tau pelaku usaha; 

c. menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri 
dan/ atau pelaku usaha yang dimonitor; 

d. melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau 
tindakan pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha 
tidak sehat; 

e. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi nilai-nilai 
persaingan usaha yang sehat; dan 

f. melakukan kerja sama dengan lembaga negara clan 
instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri 
dalam rangka pcncegahan dan pengawasan praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
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h .... 
pemeriksaan; 



BAB ... 

Pasal 7 
Dalam melaksanakan f ungsi pem berian saran dan 
pertimbangan terhadap kebijakan pernerintah sebagairnana 
dirnaksud dalam Pasal 3 huruf cl, KPPU berwenang: 
a. melakukan kajian terhad ap kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat; 

b. meminta data dan informasi kepada instansi atau pihak 
terkait tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan 
dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat; dan 

c. mernberikan saran dan pertimbangan terhadap 
kebijakan pernerintah yang berkaitan clengan praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Pasa16 
Dalam melaksanakan fungsi pcnilaian atas rencana 
penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, 
pengambilalihan atau akuisisi saham clan atau aset, atau 
pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c, KPPU berwenang: 
a. melakukan penilaian atas rencana penggabungan atau 

peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan 
atau akuisisi saharn dan/atau aset, atau pembentukan 
usaha patungan; 

b. memin ta clan mendapatkan data clan informasi kepada 
pelaku usaha dan/ a tau instansi terkait ten tang nilai 
aset atau nilai penjualan perusahaan yang akan 
melakukan penggabungan atau peleburan atau merger 
badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham 
clan/atau aset, atau pernbentukan usaha patungan; 

c. menetapkan sistem clan tata cara pelaporan terhadap 
rencana penggabungan atau peleburan atau merger 
badan usaha, pengarnbilalihan atau akuisisi saham 
dan/atau aset, atau pembentukan badan usaha 
patungan; dan 

d. menolak rencana penggabungan atau peleburan atau 
merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi 
saham dan/ atau aset, atau pernbentukan usaha 
patungan jika dalarn hasil penilaiannya mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

h. memberi perintah penghentian sementara atas 
perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau 
penyalahgunaan posisi dominan yang berdarnpak pada 
praktik moriopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 
dan 

i. menjatuhkan sanksi adrninistratif kepada pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan larangan praktik monopoli 
clan persaingan usaha tidak sehat. 
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Pasal 11 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud clalam 
Pasal 10, Komisioner bertugas memimpin dan 
mengenclalikan penyelenggaraan kegia tan: 
a. pencegahan clan pengawasan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 
b. penegakan hukum larangan praktik monopoli dan/ atau 

persaingan usaha tidak sehat; 
c. penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan 

atau merger badan usaha, pengambilalihan atau 
akuisisi saham clan/ atau aset, atau pembentukan 
usaha patungan yang clapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli clan/ atau persaingan usaha tidak 
sehat; dan 

d. pernberian saran clan pertirnbangan terhaclap kebijakan 
Pemerintah yang berkaitan clengan praktik monopoli 
dan/ atau persaingan usaha tidak sehat. 

Pasal 10 
Komisioner merniliki fungsi penanggung jawab yang 
memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, 
tugas, clan wewenang KPPU. 

Pasal9 
( 1) Komisioner terdiri atas seorang Ketua KPPU merangkap 

Anggota KPPU, seorang Wakil Ketua KPPU merangkap 
Anggota KPPU, dan 7 (tujuh) orang Anggota KPPU yang 
cliangkat clan diberhentikan Presiden atas persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Ketua clan Wakil Ketua KPPU dipilih clari dan oleh 
Anggota KPPU dalam Rapat Kornisi berdasarkan 
musyawarah atau suara terbanyak. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Fungsi, clan Tugas 

BAB III 
KOMISI.ONER 

Pasal 8 
Susunan organisasi KPPU terdiri atas: 
a. Kornisioner; 
b. Sekretariat Jenderal; 
c. Deputi Bidang Pencegahan; 
d. Deputi Bidang Penegakan Hukum; 
e. Satuan Pengawas Internal; 
f. Kantor Perwakilan Daerah; 
g. Kelompok Kerja; 
h. Kelompok Staf Ahli; dan 
1. Kelompok Jabatan Fungsional 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 
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(4) ... 

Pasal 13 
(1) Ketua dan Wakii Ketua KPPU wajib mengkoordinasikan 

pelaksariaan dan pemantauan tugas-tugas yang 
diamanatkan dalam Rapat Kornisi kepada Anggota 
KPPU lainnya dan/ atau kepada pimpinan unit-unit 
kerja yang berada langsung di bawah koordinasi 
Anggota KPPU. 

(2) Ketua dan Wakil Ketua KPPU rnerniliki hak untuk: 
a. memimpin Rapat Komisi dan/ atau rapat-rapat lain 

yang bersifat koordinatif di Iingkungan KPPU; 
b. mernberikan otorisa.si atas dokumen resmi KPPU; 

dan 
c. melan tik dan mengarnbil sumpah jabatan pejabat 

dan pegawai KPPU. 
(3) Anggota KPPU berkewajiban untuk: 

a. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat 
Kornisi dan/ a tau kegiatan lain di lingkungan KPPU; 

b. bersama-sarna merumuskan dan menaati 
keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan 
rnendasar yang telah disepakati dalam Rapat 
Kornisi; 

c. mengetuai satu atau lebih bidang tugas sebagai 
berikut sesuai keputusan Rapat Kornisi: 
i) Bidang Kelembagaan, meliputi pengelolaan 

program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan 
organisasi dan sumber daya manusia, 
pembinaan Kantor Perwakilan Daerah, clan 
pengawasan internal; 

ii) Bidang Hukurn dan Komunikasi, meliputi 
pcmbinaan hukum, komunikasi dan hubungan 
masyarakat, kerjasarna kelernbagaan, dan 
pengelolaan sistern data dan inforrnasi; 

iii) Bidang Pencegahan, rneliputi pengkajian/ 
penelitian, evaluasi kebijakan, monitoring 
pelaku usaha, advokasi, dan analisis merger 
dan akuisisi; dan 

iv) Bidang Penegakan Hukurn, meliputi investigasi, 
periindakan, dan persidangan. 

d. melaksanakan penugasan-penugasan sesuar 
keputusan dalarn Rapat Komisi. 

Pasal 12 
( 1) Anggota KPPU rnelaksanakan tugas secara kolektif 

kolegial dengan bcrdasar pada asas keadilan dan 
perlakuan yang sama. 

(2) Mekanisme pengarnbilan keputusan atas hal-hal yang 
bersifat strategis dan mendasar dilaksanakan melalui 
Rapat Komisi. 

Bagian Kedua 
Koordinasi Tugas Antar Anggota KPPU 
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Pasal 17 
Sekretariat .Jenderal terdiri atas: 
a. Biro Perencanaan dan Keuangan; 
b. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja sama; 
c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan 
d. Unit Data dan Informasi. 

Bagian ... 

Pasal 16 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15, Sekretariat .Jenderal menyelenggarakan tugas: 
a. mernimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

pelaporan program, kegiatan, kinerja, dan anggaran 
KPPU; 

b. rnemimpin pembinaan hukum, pengelolaan hubungan 
masyarakat dan kerja sama antar lembaga di dalam 
negeri dan luar negeri; 

c. memimpin pembinaan dan pengelolaan organisasi dan 
tata laksana, sumber daya manusia, sarana, prasarana, 
pelayanan umum, dan ketatausahaan; dan 

d. memimpin pembinaan dan pengelolaan layanan data 
clan informasi. 

Pasal 15 
Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi memimpin 
penyelengga.raan dukungan manajemen dan adrninistratif 
di bidang pengelolaan program, kegiatan, kinerja, dan 
anggaran, hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama 
antar lernbaga, organisasi, tata laksana dan sumber daya 
manusia, sarana prasarana dan pelayanan umum, 
ketatausahaan, dan pelayanan data dan informasi KPPU. 

Pasal 14 
( 1) Sekretariat Jenderal adalah unsur penyelenggara 

dukungan manajemen dan administratif KPPU. 
(2} Sekretariat .Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jenderal 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Komisioner. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Fungsi, dan Togas 

BAB IV 
SEKRETARIAT JENDERAL 

(4) Anggota KPPU sebagai Ketua Bidang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf c, berhak untuk 
memberikan arahan dan pendampingan terhadap unit- 
unit kerja sebagai pelaksana tugas dan fungsi bidang 
sesuai Peraturan KPPU ini. 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 



Pasal. .. 

Pasal 22 
Dalam melaksanakan f ungsi se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21, Bagi an Perencanaan dan Evaluasi 
menyelenggarakan tugas: 
a. menyiapkan perencanaan dan melaksanakan 

pemantauan, pengukuran, evaluasi, da.n pelaporan atas 
program, kegiatan, dan kinerja KPPU; 

b. menyiapkan perencanaan dan melaksanakan 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penggunaan 
anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber- 
sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan 
perundang- undangan yang berlaku; dan 

c. menyusun standar mutu atas kegiatan dan kinerja serta 
melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas 
pemenuhan standar rnutu di KPPU. 

Pasal21 
Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi 
melaksanakan pere ncanaan, peman tauan, pengukuran, 
evaluasi, dan pelaporan atas program> kegiatan, kinerja, 
dan anggaran KPPU. 

Pasal 20 
Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: 
a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan 
b. Bagian Keuangan dan Akuntansi. 

Pasal 19 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, Biro Perencanaan dan Keuangan 
menyelenggarakan tugas: 
a. koordinasi perencanaan , pemantauan, pengukuran, 

evaluasi, dan pelaporan atas program, kegiatan, dan 
kinerja KPPU; 

b. koordinasi perencanaan anggaran, baik yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Negara 
rnaupun surnber-sumber lain yang diperbolehkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. koordinasi pelaksanaan verifikasi anggaran serta 
pengelolaan akuntansi keuangan; dan 

d. koordinasi pengelolaan standar mutu seluruh unit kerja 
KPPU. 

Pasal 18 
Biro Perencanaan dan Keuangan mem punyai fungsi 
koordinasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 
pelaporan atas program, kegiatan, kinerja, dan anggaran 
KPPU. 

Bagian Ketiga 
Biro Perencanaan da.n Keuangan 
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PasaL .. 

Pasa.128 
Bagian Hukum mernpunyai fungsi melaksanakan 
penyusunan peraturan perundang-undangan KPPU) 
konsultasi d a n bantuan hukum, serta dokumentasi data 
dan inforrnasi hukum. 

Pasal 27 
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama 
terdiri atas: 
a. Bagian Hukum; 
b. Bagian Hubungan Masyarakat; 
c. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan 
d. Bagian Kerja Sama Luar Negeri. 

Pasal26 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25~ Biro Hukurn, Hubungan Masyarakat, dan Kerja 
Sama menyelenggarakan tugas: 
a. koordinasi pernbinaan hukum; 
b. koordina si pelaksanaan dan pengembangan strategi dan 

manajemen komunikasi KPPU; 
c. koordinasi pclaksanaan clan pengembangan kcrjasama 

antar lembaga di dalam negeri; dan 
d. koordinasi pelaksanaan dan pengcmbangan kerjasama 

antar lembaga di luar negeri. 

Pasal 25 
Biro Hukurn, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama 
mempunyai fungsi koordinasi pernbinaan hukum, 
pengelolaan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan dan 
pengembangan kerja sama antar lembaga di dalam negeri 
dan luar negeri. 

Bagian Keempat 
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama 

Pasal 24 
Dalam mclaksanakan fungsi sc bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23, Bagian Keuangan dan Akuntansi 
menyelenggarakan tugas: 
a. pelaksanaan proses verifikasi anggaran; 
b. pelaksanaan dan penatausahaan revisi anggaran; 
c. pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran; 
d. penyelenggaraan sistern akuntansi dan neraca 

keuangan; dan 
e. penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. 

Pasal 23 
Bagian Kcuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi 
melaksanakan verifikasi anggaran dan administrasi 
keuangan serta penyiapan dan penyusunan laporan 
kcuangan dan akuntansi KPPU. 
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Pasal. .. 

Pasal 33 
Da.lam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 32, Bagian Kerja Sama Dalarn Negeri 
menyelenggarakan tugas: 
a. perencana.an, pengelolaan, dan pengembangan kerja 

sama antara KPPU dengan lem baga pemerin tah 
maupun non pernerintah dalam wilayah Republik 
Indonesia; 

b. pengelolaan komunikasi antara KPPU dengan lembaga 
pemerintah maupun non pemerintah dalam wilayah 
Republik Indonesia; dan 

c. pengelolaan dan pengem banga.n database dan 
dokumentasi kerjasama antar lembaga dalam wilayah 
Republik Indonesia.. 

Pasal 32 
Bagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai fungsi 
pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antara KPPU 
dengan lembaga-Iernbaga dalam wilayah Republik 
Indonesia. 

Pasal 31 
Dalarn rnelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan 
tugas: 
a. penyiapan dan pengembangan strategi kornunikasi dan 

publikasi KPPU; 
b. pelaksanaan dan penyampaian inforrnasi kegiatan KPPU 

kepada media massa, mitra kerja, dan masyarakat serta 
pihak eksternal lainnya; 

c. pengelolaan komunikasi dan publikasi internal antar 
unit kerja KPPU; 

d. pengelolaan dan pengembangan media komunikasi 
dan publikasi, serta perpustakaan KPPU; clan 

e. pendokumentasian kegiatan, bahan, dan hasil publikasi 
KPPU. 

Pasal30 
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi 
pelaksanaan dan pengembangan strategi dan manajernen 
komunikasi KPPU, hubungan masyarakat, dan urusan 
perpustakaan KPPU. 

Pasal29 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 28, Bagian Hukurn rnenyelenggarakan tugas: 
a. penyusunan dan konsultasi legal drafting produk 

peraturan perundang .. undangan KPPU; · 
b. bantuan dan konsultasi hukum; dan 
c. pelaksanaan dokumentasi data dan informasi hukum 

KPPU. 
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Pasal. .. 

Pasa138 
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas: 
a. Bagian Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia; 
b. Bagian Kesejahteraan Pegawai; 
c. Bagian Umum; dan 
d. Bagian Ta ta U saha. 

Pasal 37 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
menyelenggarakan tugas: 
a. koordinasi pengelolaan dan pengembangan sistem 

orga.nisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan 
pengembangan sumber daya manusia; 

b. koordinasi perumusan dan pengelolaan nilai-nilai dasar 
dan budaya kerja KPPU; 

c. koordinasi pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan 
pegawai; koordinasi pengelolaan sarana prasarana sert.a 
keselamatan, kearnanan dan kesehatan kerja (K3); dan 

d. koordinasi pelayanan ketatausahaan bagi pimpinan dan 
seluruh unit kerja KPPU. 

Pasal 36 
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mernpunyai 
f ungsi koordinasi pengelolaan dan pengernbangan 
organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan 
pelayanan umurn, serta ketatausahaan KPPU, 

Bagian Kelima 
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Pasal 35 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34, Bagian Kerja Sama Luar Negeri 
menyelenggarakan tugas: 
a. perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kerja 

sama antara KPPU dengan lernbaga pemerintah 
maupun non pernerintah di luar wilayah Republik 
Indonesia; 

b. pengelolaan komunikasi antara KPPU dengan Jembaga 
pemerintah maupun non pemerintah di luar wilayah 
Republik Indonesia; clan 

c. pengelolaan dan pengembangan database dan 
dokumentasi kerjasama antar lembaga di luar wilayah 
Republik Indonesia. 

Pasal34 
Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai fungsi 
pelaksanaan dan pengembangan kerjasarna antara KPPU 
dengan lembaga-lembaga di luar wi1ayah Repub1ik 
Indonesia. 
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Pasal ... 

Pasal 44 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 43, Bagian Umum menyelenggarakan tugas: 
a. pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa KPPU; 
b. pengelolaan clan pemeliharaan sarana, prasarana dan 

Barang Milik Negara sesuai dengan standar yang 
ditetapkan; 

c. pengelolaan keselarnatan, keamanan dan kesehatan 
kerja dari aspek sarana dan prasarana; dan 

d. pelaksanaan clan pengembangan pelayanan umum serta 
adrninistrasi perjalanan dinas luar negeri. 

Pasa.143 
Bagian Umum mempunyai fungsi pengelolaan sarana dan 
prasarana KPPU. 

Pa.sal 42 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41, Bagian Kesejah teraa.n Pegawai menyelenggarakan 
tugas: 
a. fasilitasi dan penatausahaan hak-hak kepegawaian dan 

standarisasi fasilitas kerja dan kedinasan; 
b. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai; 
c. pelaksanaan pendidikan clan pelatihan pegawai; 
d. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai; 
e. pengelolaan kesehatan kerja dari aspek pegawai; dan 
f. pelaksanaan kegiatan antar unit kerja dan antar 

pegawai di KPPU. 

Pasal 41 
Bagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi 
penyelenggara.an kegiatan pernbinaan, pengembangan, dan 
fasilitasi kesejahteraan pegawai. 

Pasal40 
Dalarn melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39, Bagian Organisasi dan Perencanaan Sumber Daya 
Manusia menyelenggarakan tugas: 
a. penyusunan analisis, evaluasi dan pengembangan 

organisasi dan sta.ndarisasi tata laksana serta 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; 

b. penyusunan perencanaan kebutuhan dan kebijakan 
pengelolaan sumber daya manusia KPPU; 

c. penyiapan perumusan, sosialisasi, dan intemalisasi 
nilai-nilai dasar dan budaya kerja KPPU; dan 

d. pengelolaan sistem informasi kepegawaian. 

Pasal 39 
Bagian Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi melaksanakan 
clan mengembangkan sistem pengelolaan organisasi dan 
tata laksana, serta sumber daya manusia KPPU. 
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Pasal 51 
Bagian Tata Usaha terdiri atas: 
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; 
b. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal; 
c. Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Pencegahan; dan 
d. Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Penegakan 

Hukurn. 

Pasal50 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas: 
a. melaksana.kan urusan ketatausahaan dan kegiatan 

protokoler Komisioner; 
b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kegiatan 

protokoler Sekretaris Jenderal dan Deputi; dan 
c. mengelola dan mengembangkan tata naskah dinas, tata 

persuratan, dan kearsipan. 

Pasa.149 
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan 
ketatausahaan KPPU. 

Pasal48 
Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas: 
a. melaksanakan pengelolaan pelayanan operasional 

umum; 
b. pengelolaan dan penyiapan peralatan dan keperluan 

untuk kegiatan operasional KPPU; dan 
c. melaksanakan adrninistrasi perjalanan dinas luar 

negen. 

Pasal 47 
Sub Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: 
a. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, dan 
b. pengembangan sarana dan prasarana KPPU; 
c. melaksanakan pengelolaan, perneliharaan, dan 

penghapusan Barang Milik Negara; dan 
d. melaksanakan pengelolaan keselamatan, keamanan dan 

kesehatan kerja bagi seluruh unit kerja dan pegawai 
KPPU. 

Pasal 46 
Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana pengadaan barang dan jasa; 
b. melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa: 

dan 
c. rnenyusun laporan hasil pengadaan barang dan jasa. 

Pasal 45 
Bagian Umum terdiri atas: 
a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 
b. Sub Bagian Sararia dan Prasarana; dan 
c. Sub Bagian Rumah Tangga. 
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Pasal... 

Pasa156 
(1) Unit Data dan Informasi adalah unit kerja yang 

melaksanakan pengelolaan data dan informasi KPPU 
yang berkedudukan di bawah Sekretaris Jcnderal. 

(2) Unit Data dan Informasi dipirnpin oleh Kepala Unit 
Data dan Informasi. 

13) Kepala Unit Data dan Informasi merupakan ja batan 
setingkat Kepala Bagian. 

Bagian Keenam 
Unit Data dan I nformasi 

Pasa155 
Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Pcnegakan Hukum 
mempunyai tugas: 
a, penatausahaan administrasi dan distribusi surat, 

dokumen, naskah dinas, dan kearsipan Deputi 
Penegakan Hukum; 

b. penatausahaan anggaran dan kegiatan Deputi 
Penegakan Hukum; dan 

c. pelaksanakan urusan rumah tangga dan kegiat.an 
protokoler Deputi Penegakan Hukurn, 

kegiatan tangga dan 

surat, 
Deputi 

distribusi 
kearsipan 

Usaha Deputi Bidang Pencegahan Sub Bagian Tata 
mempunyai tugas: 
a, pcnatausahaan administrasi dan 

dokumen, naskah dinas, dan 
Pencegahan; 

b. penatausahaan anggaran 
Pencegahan; dan 

c. pelaksanaan urusan rumah 
protokoler Deputi Pencegahan. 

Pasal 54 

Pasal53 
Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal mempunyai 
tug as: 
a. penatausahaan administrasi clan distribusi surat, 

dokumen, naskah dinas, dan kearsipan Sekretaris 
Jenderal; 

b. penatausahaan anggaran dan kegiatan Sekretaris 
Jenderal; dan 

c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kegiatan 
protokoler Sekretaris JenderaL 

Pasal 52 
Sub Bagian Tata Usaha Pirnpinan mempunyai tugas: 
a. penatausahaan adrninistrasi dan distribusi surat, 

dokurnen, naskah dinas, dan kearsipan Komisioner; 
b. penatausahaan anggaran dan kegiatan Kornisioner; dan 
c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kegiatan 

protokoler Komisioner. 
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b .... 

Pasal61 
Dalarn melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan 
tu gas: 
a. memimpin perencanaan, pelaksanaan , evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan pengkajian/penelitian, monitoring 
pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan 
pelaksanaan kemitraan, dan advokasi/ internalisasi 
nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; 

Pasal60 
Deputi Bidang Pencegahan mempunyai fungsi mernimpin 
pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Pasal59 
( l) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur penyelenggara 

teknis dibidang pencegahan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Deputi Bidang Penccgahan dipimpin oleh Deputi 
Pencegahan. 

(3) Deputi Bidang Pencegahan mernbawahi dan 
mengkoordinasi-kan tugas Kelompok Jabatan 
Fungsional Peneliti dan Kelompok Jabatan Fungsional 
Analis Kebijakan. 

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Pcncegahan 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jaw ab kepada 
Kornisioner. 

BAB V 
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN 

Pasal 58 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 571 Unit Data dan lnformasi menyelenggarakan 
tugas: 
a. pengurnpulan dan penyusunan data dan informasi 

KPPU ke dalam suatu basis data dan inforrnasi yang 
terin tegrasi; 

b. pernantauan dan perneliharaan infrastruktur jaringan 
sistem informasi; dan 

c. pengelolaan dan pengembangan sjstem atau aplikasi 
basis data dan informasi. 

Pasal 57 
Unit Data dan l nformasi mempunyai furigsi melaksanakan 
pengelolaan dan pengembangan sistem data dan informasi 
sehingga dapat digunakan clan diakses oleh seluruh unit 
kerja di lingkungan KPPU sesuai hak dan peruntukannya. 
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Bagian Kesatu 
Fungsi dan Togas 



f. ... 

Pasal 64 

Pasal 63 
Direktorat Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi mempunyai 
fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan 
pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi 
ke bijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan 
advokasi/ internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang 
sehat. 

Bagian Ketiga 
Direktorat Pengkajian, Kebijakan , dan Advokasi 

Pasal62 
Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas: 
a. Direktorat Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi; dan 
b. Direktorat Merger. 

Bagian Ked ua 
Susunan Organisasi 

sistem 
rangka 

praktek 

c. mernimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan analisis atas rencana penggabungan 
a tau peleburan a tau merger badan usaha, 
pengambilalihan atau akuisisi saham dan aset, 
dan/atau pembentukan usaha patungan: 

d. mernimpin pengelolaan basis data ekonomi, industri 
dan perdagangan; dan 

e. mermmpm evaluasi dan pengembangan 
prosedur, metode, dan instrumen dalam 
optimalisasi pengawasan dan pencegahan 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
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sis tern 
rangka 

praktek 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63, Direktorat Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi 
menyelenggarakan tugas: 
a. koordinasi pclaksanaan kegiatan pengkajian/ penelitian, 

monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, 
pengawasan pelaksanaan kemitraan dan 
advokasi/ internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang 
sehat; 

b. koordinasi pengelolaan basis data industri, ekonomi, 
dan perdagangan: 

c. koordinasi evaluasi dan pengembangan 
prosedur, metode, dan instrumen dalam 
optimalisasi pengawasan dan pencegahan 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 

d. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian/penelitian, 
monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, 
pengawasan pelaksanaan kemitraan dan advokasi/ 
internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; 

e. pengelolaan basis data ind ustri, ekonorni, dan 
perdagangan; dan 



BAB ... 

Pasal 68 
( 1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 67 dapat dibentuk Satuan Tugas. 
(2) Satuan Togas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Togas. 
(3) Jumlah Satuan Tugas dan anggotanya ditentukan 

berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja. 
(4) Ketentuan mengenai pembentukan Sat.uan Togas diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Pencegahan. 

Pasa167 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 66, Direktorat Merger menyelenggarakan tugas: 
a. koordinasi pelaksanaan monitoring aktivitas badan 

usaha; 
b. koordinasi penerimaan notifikasi dari badan usaha; 
c. koordinasi penelitian/ analisis dan perumusan 

rekomendasi; dan 
d. koordinasi pengembangan sistern prosedur, rnetode, 

dan instrumen guna meningkatkan kualitas analisis 
atas rencana penggabungan atau peleburan atau 
merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi 
saharn atau aset, dan/ atau pembentukan usaha 
patungan. 

Pasal66 
Direktorat Merger mempunyai fungsi koordinasi 
pelaksanaan monitoring dan analisis atas rencana 
penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, 
pengambilalihan atau akuisisi saham atau aset, dan/ atau 
pembentukan usaha patungan. 

Pasal65 
(1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 64 dapat dibentuk Satuan Tugas. 
(2) Satuan Tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Togas. 
(3) Jumlah Satuan Togas dan keanggotaannya 

ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Deputi Pencegahan. 

f. evaluasi dan pengernbangan sistem prosedur, metode, 
dan instrumen dalam rangka optimalisasi pengawasan 
dan pencegahan praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
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Bagian Keempat 
Direktorat Merger 



Bagian ... 

Pasal 71 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 70, Deputi Bidang Penegakan Hukum 
menyelenggarakan tugas: 
a. memimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan penerimaan dan klarifikasi serta 
kegiatan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran 
persaingan usaha yang sehat dan/ atau dugaan 
pelanggaran pelaksanaan hu bungan kemi traan; 

b. rnernirnpin pcnetapan usulan perkara inisiatif 
berdasarkan hasi l pengkajian/ penelitian, monitoring 
pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan 
pelaksanaan kemitraan, dan/ a tau analisis 
penggabungan at.au peleburan atau merger badan 
usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau 
aset, atau pembentukan usaha patungan; 

c. memimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan pemberkasan, gelar laporan, 
penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring 
pelaksanaan Putusan KPPU; dan 

d. mernimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan persidangan Majelis Komlsi dan 
urusan kcpanitcruan. 

Pasal 69 
(1) Deputi Bidang Penegakan Hukurn adalah unsur 

penyelenggara teknis dibidang penegakan hukum 
pcrsaingan usaha. 

(2) Deputi Bidang Penegakan Hukum dipimpin oleh Deputi 
Penegakan Hukum. 

(3) Deputi Bidang Penegakan Hukum membawahi dan 
mengkoordinasikan tugas Kelornpok Jabatan 
Fungsional Pemeriksa./Investigator dan Kelompok 
.Jabatan Fungsional Panitera. 

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Penegakan 
Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Komisioner. 

Bagian Kesatu 
Tugas dan Fungsi 

BAB VI 
DEPUTI BIDANG PENEGAKAN HUKUM 

- 1.8 - 

mempunyai fungsi 
teknis di bidang 

Pasal 70 
Deputi Bidang Penegakan Hukurn 
memimpin pelaksanaan dukungan 
penegakan hukum persaingan usaha. 



Bagian ... 

Pasal 75 
(1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dirnaksud 

dalam Pasal 74 dapat dibentuk Satuan Tugas. 
(2) Satuan Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Tugas. 
(3) Jumlah Satuan Tugas dan anggotanya ditentukan 

berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja. 
(4) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan Tugas diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Penegakan 
Hukum. 

Pasal 74 
Dalam melaksanakan fungsi sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 73, Direktorat Investigasi menyelenggarakan tugas : 
a. koordinasi pelaksanaan kegi.atan penenmaan dan 

klarifikasi laporan dari masyarakat; 
b. koordinasi perurnusan usulan perkara inisiatif 

berdasarkan hasil pengkajian/penelitian, monitoring 
pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan 
pelaksanaan kernitraan, dan/ atau analisis 
penggabungan atau peleburan atau merger badan 
usaha, pengambilalihan arau akuisisi saharn dan/ a tau 
aset, atau pembentukan usaha patungan; 

c. koordinasi pelaksanaan periyelidikan baik yang berasal 
dari lapora.n masyarakat maupun usulan perkara 
inisiatif; dan 

d. koordinasi pengernbangan sistern prosedur, metode, 
dan instrumen terkait kegiatan penerimaan dan 
klarifi.kasi laporan serta penyelidikan. 

Pasal 73 
Direktorat. Investigasi mernpunyai fungsi koordinasi 
pelaksariaan penerimaan dan klarifikasi laporan serta 
penyelidikan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha 
yang sehat dan/atau dugaan pelanggaran pelaksanaan 
hubungan kemitraan. 

Bagian Ketiga 
Direktorat Investigasi 

Pasal 72 
Deputi Bidang Penegakan Hukum terdiri atas: 
a. Direktorat Investigasi; 
b. Direktorat Penindakan; dan 
c. Direktorat Persidangan. 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 



C .... 

PasalSO 
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana d imaksud dalam 
Pasal 791 Direktorat Perstdangan menyelenggarakan tugas: 
a. koordinasi pelaksanaan persidangan Majelis Komisi 

terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang 
sehat; 

b. koordinasi pembinaan dan pelaksanaan urusan 
kepaniteraan: dan 

Pasal 79 
Direktorat Persidangan mempunyai fungsi 
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan persidangan 
Majelis Komisi dan pembinaan urusan kepaniteraan. 

Bagian Kelima 
Direktorat Persidangan 

Pasal 78 
(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 dapat dibentuk Satuan 
Tu gas. 

(2) Satuan Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Tugas. 

(3) .Jurnlah Satuan Tugas dan anggotanya ditentukan 
berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan Togas diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Pcnegakan 
Hukum. 

Pasal 77 
Dalam melaksanakan fungsi seba.gaimana dimaksud dalam 
PasaJ 76, Direktorat Penindakan menyelenggarakan tugas: 
a. koordinasi pelaksanaan pemberkasan perkara dugaan 

pelanggaran persaingan usaha yang sehat; 
b. koordinasi pelaksanaan gelar perkara dugaan 

pelanggaran persaingan usaha yang sehat; 
c. koordinasi penyiapan dan pelaksanaan penuntutan 

perkara dugaan pelanggaran persaingan yang sehat; 
d. koordinasi pelaksanaan Iitigasi; 
e. koordinasi pelaksanaan eksekusi; 
f. koordinasi monitoring pelaksanaan Pu tusan KPPU; dan 
g. koordinasi pengembangan sistem prosedur, metode, 

dan instrumen terkait kegiatan penindakan dalam 
rangka penegakan hukum persaingan usaha. 

Pasal 76 
Direktorat Penindakan mempunyai fungsi 
mengkoordinasikan pelaksanaa.n kegiatan pemberkasan, 
ge1ar perkara, penuntutan, Iitigasi, eksekusi, dan 
monitoring pelaksanaan Pu.tusan KPPU. 

Bagian Keempat 
Direktorat Penindakan 
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(2) ... 
Tuga s. 

Pasal 85 
(1) Dalam pelaksanaan fungsi dan rugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 84 dapat dibentuk Satuan 

Pasal 84 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 83, Saluan Pengawas Internal menjalankan tugas: 
a. perumusan kebijakan pcngawasan internal; 
b. pelaksanaan teknis operasional pengawasan internal; 
c. analisis kinerja unit kerja; 
e. pengembangan sistern prosedur, metode , dan 

instrurnen pemantauan dan pengawasan internal; dan 
f. pelaporan clan perumusan rekomendasi hasil 

pemantauan dan pengawasan internal. 

Pasal 83 
Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi mernimpin 
pelaksanaan pemantauan dan pengawasan internal aias 
aspek kinerja dan keuangan dalam lingkup KPPU. 

Pasal 82 
{ l) Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas 

dalarn lingkup KPPU yang kedudukannya berada di 
bawah Kornisioner. 

(2) Satuan Pengawas Internal dipirnpin oleh Kepala Saluan 
Pengawas Internal. 

(3) Kepala Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan 
setingkat Kepala Biro atau Direktur. 

(4) Kepala Satuan Pengawas Internal membawahi dan 
mengkoordinasikan tugas Kelompok .Jabatan Auditor. 

(5) Dalam pelaksariaan tugasnya, Kepala Satuan Pengawas 
Internal bertanggungjawab kepada Komisioner, 
sedangkan secara administratif bertanggungjawab 
kepada Sekretaris .Jenderal. 

BAB VII 
SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

Pasal 81 
(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagairnana 

dimaks ud dalam Pasal 80 dapat dibentuk Satuan 
Tugas, 

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Koordinator Sat.uan Tugas. 

(3) Jurnlah Satuan Tugas dan anggotanya ditentukan 
berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja, 

(4) Ketentuari mengenai pembentukan Satuan Tugas 
diat.ur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi 
Penegakan Hukum. 

persidangan dan 
penegakan hukum 

kegiatan 
rangka 

in strum en terkait 
kepaniteraan dalarn 
persaingan usaha, 

c. koordinasi pengernbangan sistem prosedur, metode, dan 
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e .... 

Pasal88 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pa.sal 87, Kantor Perwakilan Daerah menjalankan fungsi: 
a. koordinasi pengelolaan keuangan, hubungan 

masyarakat, surnber daya manusia, serta sarana clan 
prasarana dalam lingkup Kantor Perwakilan Daerah; 

b. koordinasi pelaksanaan pengkajian/penelit.ian, 
monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, 
pengawasan pelaksanaan hubungan kernitraan, dan 
internalisasi nilai persaingan usaha yang sehat dalam 
wilayah kerjanya; 

c. koordinasi pelaksanaan penerirnaan dan klarifikasi 
laporan, serta. investigasi terkait dugaan pelanggaran 
persaingan usaha yang sehat dan/atau dugaan 
pelanggaran pelaksanaan hubungan kemitraan dalam 
wilayah kerjanya; 

d. koordinasi perbantuan pelaksanaan persidangan 
rnajelis terkait dugaan pela.nggaran persamgan usaha 
yang sehat dalam wilayah kerjanya; 

Pasal87 
Kantor Perwakilan Dae rah mempunyai tugas 
mengkoordinasikan penyelenggaraan dukungan 
administra tif dan teknis pada bi dang pencegahan dan 
penegakan hukum persaingan usaha dalarn wilayah 
kerjanya. 

Pasal 86 
( 1) Kantor Perwakilan Daerah merupakan unit kerja yang 

mem bant.u pelaksanaan tugas pokok dan wewenang 
Komisioner atas suatu wilayah kerja tertentu. 

(2) Kantor Perwakilan Daerah berkedudukan di kota 
provinsi, 

(3) Kantor Perwakilan Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor 
Perwakilan Daerah. 

(4) Kepala Perwakilan Daerah merupakan jabatan 
setingkat Kepala Biro atau Direktur. 

(5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Kantor 
Perwakilan Dae rah bertanggungjawab kepada 
Kornisioner, dan secara admlnistratif bertanggung 
jawab kepada Sekretaris JenderaL 

BAB Vlll 
KANTOR PERWAKILAN DAERAH 

(2) Satuan Togas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1.) 
dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Tugas. 

(3) Jumlah Satuan Togas dan keanggotaannya ditentukan 
berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Ketent.uan mengenai pernbentukan Satuan Tugas 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan 
Pengawas Internal. 
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Bagian Kesatu 
Fungsi dan Tugas 



Pasal ... 

Pasal 93 
Bagian Penegakan Hukum mempunyai fungsi 
melaksanakan administrasi penerimaan laporan clan 
klarifikasi laporan, serta penyelidikan dugaan pelanggaran 
persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya. 

Bagian Keempat 
Bagian Penegakan Hukurn 

Pasa l 92 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 91, Bagian Pencegahan menjalankan tugas: 
a. penyiapan dan pelaksariaan pengkajian/ penelitian 

dalam wilayah kerjanya; 
b. penyiapan dan pelaksanaan monitoring pelaku usaha 

dalam wilayah kerjanya; clan 
c. penyiapan dan pelaksanaan internalisasi nilai 

persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya, 

Pasal 91 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 90, Bagian Pencegahan menjalankan tugas 
penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 
pengkejiarr/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi 
kebijakan, pengawasan pelaksanaan hubungan kernitraan, 
dan intcrnalisasi nilai persaingan u saha yang sehat dalam 
wilayah kerjanya. 

Pasal 90 
Bagian Pencegahan mempunyai fungsi menyiapkan dan 
melaksanakan kcgiatan pe ngawasan dan pencegahan. 

Pasal 89 
Kantor Perwakilan Daerah terdiri atas: 
a. Bagian Pencegahan; 
b. Bagian Penegakan Hukum; dan 
c. Sub Bagian Tata Usaha. 

Bagian Kedua 
Susunan Organ isasi 

e. koordinasi pelaksanaan tugas litigasi, eksekusi, dan 
monitoring pelaksanaan Putusan KPPU dalarn wilayah 
kerjanya; 

f. koordinasi pengclolaan data ekonorni, industri, dan 
perdagangan dalam wilayah kerjanya; dan 

g. koordinasi pelaksanaan tugas dan pelaporan kepada 
Sekretaris Jenderal atau Deputi Pencegahan atau 
Deputi Penegakan Hukum. 
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Bagian Ketiga 
Bagian Pencegahan 



BAB ... 

Pasal 98 
Tugas Kelompok Kerja adalah memberikan rnasukan sesuai 
dengan bidang keahliannya kepada Komisioner dalam 
menangani perkara tertentu. 

Pasal97 
Kelompok Kerja adalah unsur pendukung Kornisioner yang 
terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dan ahli 
{profesional) sesuai bidang masing-rnasing yang diperlukan 
dalam menangani perkara tertenru dun dalam waktu 
tert.entu. 

BAB IX 
KELOMPOK KERJA 

Pasal96 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 95, Sub Bagian Tata Usaha menjalankan tugas: 
a. penyiapan rencana program dan anggaran Kantor 

Perwakila.n Daerah; 
b. pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan 

kerumahtanggaan Kantor Perwakilan Daerah; 
c. koordinasi pelaksanaan hubungan dengan masyarakat 

dan media massa di daerah, serta kerjasarna 
kelembagaan; dan 

d. penyiapan laporan kinerja da.n keuangan Kantor 
Perwakilan Daerah, 

Pa.sal 95 
Sub Bagian Tata Usaha mernpunyai fungsi melaksanakan 
administrasi pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan 
Kantor Perwakilan Daerah, serta urusan hubungan 
masyarakat dan kerjasarna kelem bagaan dalam wilayah 
kerjanya.. 

Bagian Kelima 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 94 
Dalarn melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 93, Bagian Penegakan Hukum menjalankan tugas: 
a. pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi laporan dari 

masyarakat terkait dugaan pelanggaran persaingan 
usaha yang sehat; 

b. pelaksanaan investigasi terkait dugaan pelanggaran 
persaingan usaha yang sehat; dan 

c. perbantuan pelaksanaan persidanga.n rnajelis terkait 
dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat 
dalarn wi !ayah kerjanya 
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Pasal ... 

Pasal 103 
Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai fungsi 
rnelaksanakan teknis operasional pengkajian/ penelitian 
pada Deputi Bidang Pencegahan. 

Pasal 102 
Kelompok .Jabatan Fungsiona1 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 101 aya.t (1) terdiri dari: 
a. Kelompok .Jabatan Fungsional Peneliti; 
b. Kelompok .Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; 
c. Kelompok .Jabatan Fungsional Pemeriksa/ Investigator; 
d. Kelompok Jabatan Fungsional Panitera; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 

Pasal 101 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 

jabata.n fungsional tertentu yang terbagi dalam 
beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
mempertimbangkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagairnana dimaksud 
pada Ayat (1) diat.ur berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja. 

(4) Pengangkatan dan penetapan tenaga fungsional 
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. 

(5) Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Kelompok 
Jabatan Fungsional dapat bekerja bersama dalam 
Sat.uan Tu gas ata u bekerja secara individual sesuai 
penugasan dari Deputi Pencegahan atau Deputi 
Penegakan Hukum atau Kepala Satua.n Pengawas 
lnternaJ. 

BAB XI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 100 
Tugas Kelompok Staf Ahli adalah mernberikan masukan 
sesuai dengan bidang keahliannya kepada Kornisioner 
dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas 
KPPU. 

Pasal99 
Kelompok Staf Ahli adalah unsur pendukung Komisioner 
yang terdiri dari individu-individu yang ahli dan 
berpengalaman di bidang hukum, bidang ekonomi, dan 
atau bidang lainnya yang ditunjuk untuk memberikan 
masukan dan pertimbangan hukum, ekonorni, atau bidang 
lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU. 

BABX 
KELOMPOK STAF AHLI 
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g .... 

Pa.sal 106 
Dalam menjalankan Iungsi sebagaimana Pasal 105, 
Kelornpok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 
menyelenggarakan tugas: 
a. penyusunan rencana kerja dalarn rangka monitoring 

pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan 
pelaksanaan kemitraan, dan advokasi/ internalisasi 
nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; 

b. pcnyia.pan naskah dinas dan dokumen dalam rangka 
monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, 
pengawasan pelaksanaan kernitraan, dan 
advokasi/ intcrnalisasi nilai-nilai persaingan usaha 
yang sehat; 

c. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam 
rangka monitoring pelaku usaha, evaluasi kcbijakan, 
dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 
yang sehat; 

d. pengolahan dan analisis data dan inforrnasi dalam 
rangka monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, 
pengawasan pelakaanaan kemitraan, dan advokasi; 

e. perumusan kesimpulan dan rekomendasi dalam 
rangka monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, 
dan pengawasan pelaksanaan kemitraan; 

f. penyusunan bahan-bahan sosia.lisasi dalam rangka 
advokasi/ internalisasi nilai-nilai persamgan usaha 
yang sehat; dan 

Pasal 105 
Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 
mempunyai fungsi melaksanakan teknis operasional 
monitoring pelaku usaha, evaluasi kcbijaka n, pengawasan 
pelaksanaan kernitraan, dan advokasi pada Deputi Bidang 
Pencegahan. 

Pasal 104 
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana Pasal 103, 
Kelompok Jabatan Fungsional Pene liti menyelenggarakan 
tugas: 
a. penyusunan rencana kerja dalam rangka pengkajian/ 

penelitian di bidang hukum, ekonorni, dan industri: 
b. penyiapan naskah dinas dan dokumen dalam rangka 

pengkajiarr/ penelitian di bidang hukum, ekonomi, dan 
industri: 

c. pelaksanaan pcngumpulan data dan informasi dalarn 
rangka pengkajian/penelitian di bidang hukum, 
ekonorni, dan industri; 

d. pengolahan dan analisis data dan inforrnasi dalam 
rangka pengkajian/penelitian di bidang hukum, 
ekonomi, dan industri; 

e. perumusan kesimpulan dan rekomendasi; 
f. penyusunan hasil pengkajian/penelitian; dan 
g. pernaparan dan publikasi hasil pengkajian/ penclitian. 

- 26 - 



c .... 

Pasal 110 
Dalarn melaksariakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 109, Kelom pok J a batan Fu ngsional Panitera 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja dalam rangka persidangan 

Majelis Kornisi; 
b. penca.tatan proses persidangan Majelis Kornisi; 

Pasal 109 
Kelompok Jabatan Fungsional Panit.era mempunyai fungsi 
melaksanakan urusan teknis kepaniteraan pada 
persidangan Majelis Komisi yang dikoordinasikan oleh 
Deputi Bidang Penegakan Hukum. 

Pasal 108 
Dalarn menjalankan fungsi sebagairnana Pasal 107, 
Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa/Investigator 
menyelenggarakan tugas: 
a. penyusunan rencana kerja dalam rangka penerimaan 

dan klarifikasi lapora.n, penyelidikan, pemberkasan, 
penuntutan, litigasi, eksekusi, dan monitoring 
pelaksanaan Putusan KPPU; 

b. penyiapan naskah dinas dan dokumen dalam rangka 
penerimaan dan klarifik.asi laporan, penyelidikan, 
pemberkasan, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan 
monitoring pelaksanaan Putusan KPPU; 

c. pelaksanaan pengurnpulan data dan informasi dalam 
rangka penerimaan dan klarifikasi laporan, 
penyelidikan, pemberkasan, penuntutan, litigasi, 
eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU; 

d. pengolahan dan analisis data dan informasi dalam 
rangka penerimaan dan klarifikasi la po ran, 
penyelidikan, pernberkasan; 

e. pemberkasan, penuntutan, 1itigasi, eksekusi, dan 
monitoring pelaksanaan Putusan KPPU·, 

f. pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi laporan, 
penyelidikan, pemberkasan, penuntutan, litigasi, 
eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU; 
dan 

g. pelaporan hasil penerirnaan dan klarifikasi laporan, 
penyelidikan, pernberkasan, penuntutan, litigasi, 
eksekusi, dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU. 

Pasal 107 
Kelompok Jabatan Fungsional Perneriksa/Investigator 
mernpunyai fungsi melaksanakan teknis operasional 
penerimaan dan klarifikasi laporan, penyelidikan, 
pernberkasan, penuntutan, litigasi, eksekusi, dan 
monitoring pelaksanaan Putusan KPPU pada Deputi Bidang 
Penegakan Hukum. 

g. penyusunan dan pelaporan hasil monitoring pelaku 
usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan 
kern itraan, dan advokasi/Internalisasi nilai-nilai 
persaingan usaha yang sehat. 

- 27 · 



BAB ... 

Pasal 114 
Pada saat Peraturan KPPU ini mulai berlaku, maka 
Keputusan Nomor 04/Kep/I/2010 tent.ang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Kornisi Pengawas Persaingan Usaha 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

BAB XIII 
KF:TENTUAN PERALH-IAN 

Pa.sal 113 
( l) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur organisasi 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, dan efisiensi baik di lingkungan masing- 
masing maupun antar unit organisasi. 

(2) Pedornan tata kerja dan uraian pekerjaan seluruh 
jabatan di lingkungan KPPU diat.ur lebih lanjut dengan 
Kepu tusan Sekretaris ,J enderal. 

BAB XII 
TATA KERJA 

Pasal 112 
Dalarn rnelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 110, Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 
menyelcnggarakan t.ugas: 
a. penyusunan rencana kerja dalarn rangka pemeriksaan 

dan pemantauan internal; 
b. penyiapan naskah dinas dan dokumen dalam rangka 

pemeriksaan dan pernantauan internal; 
c. pelaksanaan pengumpulan data dan inforrnasi dalarn 

rangka pemeriksaan dan pemantauan internal; 
d. pengolahan dan analisis data dan inforrnasi dalam 

rangka perneriksaan dan pernantauan internal; 
e. pelaksanaan pemeriksaan dan pcmantauan internal; 
f. penyusunan hasil perneriksaan dan pemantauan 

internal; dan 
g. pe1aporan hasil pemeriksaa.n dan pernantauan internal. 

Kelompok .Jabatan Fungsional Auditor mernpunyai fungsi 
pelaksanaan teknis operasional perneriksaan dan 
pernantauan internal KPPU yang dikoordinasikan olch 
Kepala Satuan Pengawasan Internal. 

c. penyiapan naska.h dinas dan dokurnen dalam rangka 
persidangan Majelis Kornisi; 

d. pengelolaan dokurnen perka.ra dan pengarsipan 
dokumen hasil perneriksaandan alat bukti; 

e. membantu Majelis Komisi dalarn penyusunan konsep 
keputusan Majelis Kornisi; dan 

f. pengclolaan clan pengarsipan Putusan KPPU. 
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Pasal 11 J 



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

Ditetapkan di Yogyakarta 
Pada tanggal 10 Februari 2014 

Pasal 115 
(1) Hal-hal lain yang belurn diatur dalam Peraturan KPPU 

ini akan diatur lebih lanjut dalarn ketentuan tersendiri. 
(2) Peraturan KPPU ini mulai ber laku sejak tanggal 

ditetapkan. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 
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